Menimbang :

Mengingat :

1.

a.

BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 2§ TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KERINCI,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan Perkada setelah
RPJMD ditetapkan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Permendagri
Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1(satu)
bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-
2029;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);



10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4815);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 4
Tahun 2025, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor
4);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Kerinci Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci
Nomor 1 Tahun 2025, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kerinci Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA  STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

o
2.

3.

Daerah adalah Kabupaten Kerinci.

Bupati adalah Bupati Kerinci.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga

perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kerinci yang

selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen perencanaan pembangunan makro
yang berisi visi misi dan arah pembangunan suatu daerah dalam jangka waktu 20
(dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci yang

selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan
program Bupati dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah



Nasional (RPJMN).

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025-2029.

10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renstra PD merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029 yang memuat
tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan
urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintah pilihan sesuai dengan tugas
dan fungsi setiap perangkat daerah.

Pasal 3

Renstra PD menjadi pedoman penyusunan Renja PD dan bahan penyusunan
Rancangan RKPD.

Pasal 4

(1) Renstra PD dijabarkan dalam Renja PD yang memuat tujuan, sasaran, program
dan kegiatan pembangunan Tahun 2025-2029 serta pendanaan indikatif untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2) Pendanaan indikatif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kerangka pendanaan yang terdapat dalam
Renstra PD, dengan tetap mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah pada tahun
berkenaan.

Pasal 5

(1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri dari:
Dinas Pendidikan

Dinas Kesehatan

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP) dan Pemadam Kebakaran
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dinas Sosial

Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

Dinas Lingkungan Hidup

k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
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Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Pemuda dan Olah Raga

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Dinas Perkebunan dan Peternakan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sekretariat Daerah

Sekretariat DPRD

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Inspektorat
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bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
cc. Kecamatan Gunung Tujuh
dd. Kecamatan Kayu Aro

ee. Kecamatan Kayu Aro Barat
ff. Kecamatan Gunung Kerinci
gg. Kecamatan Siulak

hh. Kecamatan Siulak Mukai

ii. Kecamatan Air Hangat

1- Kecamatan Air Hangat Timur
kk. Kecamatan Air Hangat Barat
11. Kecamatan Depati Tujuh
mm. Kecamatan Sitinjau Laut

nn. Kecamatan Danau Kerinci
oo. Kecamatan Keliling Danau
pp. Kecamatan Gunung Raya

qq. Kecamatan Bukit Kerman

£, Kecamatan Batang Merangin

)
@

Kecamatan Tanah Cogok
Kecamatan Danau Kerinci Barat

o
o

(2) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. BABI : PENDAHULUAN;

b. BABII : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH;

c. BABIIlI : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

d. BABIV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;

e. BABV : PENUTUP.



Pasal 7

Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah dan menyampaikan laporan hasil
evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah kepada
Bupati melalui Kepala Bappeda-Litbang.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dalam hal pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah terjadi perubahan
capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir
pembangunan jangka menengah dan perubahan pagu indikatif Perangkat Daerah,
maka perubahan tersebut dilakukan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal |8S8Mer 2025
BUPATI KERINCI

ONADI

Diundangkan di Siulak
pada tanggal 18 S¢tem™ 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KERINCI,

NAL EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025 NOMOR .%~
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